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BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

1.

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka lebih memaksimalkan keberadaan
organisasi perangkat daerah sebagai sarana pendukung
terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara
berdaya guna dan berhasil guna, telah dilaksanakan
evaluasi utamanya berkaitan dengan perkembangan tugas
dan fungsi;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit
Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah perlu segera
disesuaikan dengan  melaksanakan  restrukturisasi
organisasi perangkat daerah sejalan dengan
berkembangnya tugas dan fungsi yang melekat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pameckasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik
Nomor 09);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesis
Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri
E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri
D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 15
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN LEMBAGA

TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Oganisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b diubah sehingga Pasal
21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf b membawabhi :
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

(2) Inspektur Pembantu  Bidang Ekonomi  dan
Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf ¢ membawahi :

a. Seksi Pengawas Produksi Daerah;
b. Seksi Pengawas Fisik dan Prasarana Wilayah; dan
c. Seksi Pengawas Ketahanan Pangan.



(3) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d
membawahi :

a. Seksi Pengawas Pendidikan;
b. Seksi pengawas Kesejahteraan Sosial; dan
C. Seksi Pengawas Pemberdayaan Masyarakat.

(4) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e
membawahi :

a. Seksi Pengawas Aparatur;

b. Seksi Pengawas Pemerintahan Umum/Desa dan
Otonomi Daerah;

c. Seksi Pengawas Ketentraman dan Ketertiban.

(5) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan
Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f
membawahi :

a. Seksi Pengawas Keuangan,;
b. Seksi Pengawas Sarana Perekonomian; dan
c. Seksi Pengawas Kekayaan Daerah.

. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 23

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf b membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c
membawabhi :

a. Sub Bidang Pertanian, Peternakan, Kechutanan,
Perikanan dan Kelautan; dan

b. Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi,
Pertambangan dan Energi.

(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d
membawabhi:

a. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial Budaya; dan
b. Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kependudukan.

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf
€ membawahi:

a. Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan
b. Sub Bidang Permukiman.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f
membawabhi :

a. Sub Bidang Pemerintahan Umum; dan
b. Sub Bidang Pemerintahan Desa.

. Ketentuan Paragraf 3 diubah, Pasal 24 huruf b angka 3 dan
huruf d diubah, dan setelah huruf d ditambahkan 1 (satu)
huruf yakni huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut :



Paragraf 3
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. H. Slamet Martodirdjo
Pasal 24

Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :

a.
b.

e.

Direktur;

Wakil Direktur Umum dan Keuangan :
1. Bagian Tata Usaha;

2. Bagian Keuangan; dan

3. Bagian Perencanaan Program;

Wakil Direktur Medik :

1. Bidang Pelayanan Medik;

2. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi;
Unit-unit Non Struktural :

1. Satuan Pengawas Intern;

2. Komite; dan

3. Instalasi;

Kelompok Jabatan Fungsional.

. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah sehingga Pasal 25
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 huruf b angka 1 membawabhi :

a. Sub Bagian Umum dan Perbekalan;

b. Sub Bagian Personalia dan Hukum; dan

c. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 huruf b angka 2 membawabhi :

a. Sub Bagian Akuntansi; dan

b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.

Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf b angka 3 membawabhi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; dan

b. Sub Bagian Rekam Medik dan Informasi Medik.

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 huruf c angka 1 membawahi :

a. Seksi Gawat Darurat dan Rawat Jalan; dan

b. Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Intensif.

Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf c angka 2 membawabhi :

a. Seksi Tenaga Keperawatan; dan

b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian, Asuhan dan
Mutu Keperawatan.

Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf ¢ angka 3

membawahi :

a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan

b. Seksi Pelayanan Farmasi.



5. Ketentuan Pasal 34 huruf c diubah sehingga Pasal 34
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34
Badan Lingkungan Hidup terdiri atas :
Kepala Badan;
Sekretariat;

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;

Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran
Lingkungan;

e. Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan;

f. Bidang Komunikasi dan Peran Serta Masyarakat; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

aoop

6. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (5) huruf b diubah
sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf
b membawahit :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf ¢ membawahi :

a. Sub Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
dan

b. Sub Bidang Evaluasi Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan.

(3) Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran
Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf d membawahi :

a. Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan;

dan
b. Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran
Lingkungan.

(4) Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e
membawahi :

a. Sub Bidang Konservasi Lingkungan; dan
b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.

(5) Bidang Komunikasi dan Peran Serta Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f
membawabhi :

a. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan; dan
b. Sub Bidang Peran Serta Masyarakat.

7. Di antara paragraf 9 dan paragraf 10 disisipkan 1 (satu)
paragraf yakni paragraf 9A dan di antara Pasal 37 dan Pasal
38 ditambahkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 37A dan Pasal
37B, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Paragraf 9A
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Pasal 37A

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset terdiri atas :
Kepala Badan;

Sekretariat;

Bidang Anggaran;

Bidang Perbendaharaan;

Bidang Asset Daerah;

Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

®ro a0 op

Pasal 37B

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A
huruf b membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
(2) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37A huruf ¢ membawabhi :
a. Sub Bidang Pengumpulan Data dan Penyusunan
Anggaran; dan
b. Sub Bidang Penatausahaan Anggaran.
(3) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37A huruf d membawahi :
a. Sub Bidang Belanja Gaji Pegawai; dan
b. Sub Bidang Belanja Barang/Jasa, Modal, Hibabh,
Bantuan dan Pembiayaan.
(4) Bidang Asset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37A huruf e membawabhi :
a. Sub Bidang Inventarisasi, Pemanfaatan, Penghapusan
dan Pengelolaan Gudang Barang; dan
b. Sub Bidang Pengamanan, Penilaian Ganti Rugi serta
Penyimpanan Dokumen dan Benda Berharga.
(5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37A huruf f membawabhi :
a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
b. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Asset.

. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bab yakni
BAB IIIA dan di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan
1 (satu) pasal yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai
berikut :
BAB IIIA
ESELONISASI
Pasal 41A

(1) Kepala Badan, Inspektur dan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon
IIb.

(2) Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan
Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan
Jabatan Eselon Illa.

(3) Kepala Bidang, dan Kepala Bagian merupakan Jabatan
Eselon IIIb.



(4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang,
dan Kepala UPT Badan merupakan Jabatan Struktural
Eselon IVa.

(5) Kepala Sub Bagian pada UPT Badan merupakan
Jabatan Struktural Eselon IVb.

8. Ketentuan Lampiran I, II, Ill, dan VIII diubah dan di antara
Lampiran IX dan X disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni
Lampiran IXA sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Juli 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

HE

—y
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KUSNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 5



BAGAN

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
INSPEKTORAT NOMOR : 15 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
A
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
A 4 v
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN EVALUASI DAN ADMINISTRASI
PELAPORAN DAN UMUM
y
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG EKONOMI DAN BIDANG BIDANG BIDANG KEUANGAN
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN
RAKYAT ASSET
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
> PENGAWAS ™ PENGAWAS Ly PENGAWAS Ly PENGAWAS
PRODUKSI DAERAH PENDIDIKAN APARATUR KEUANGAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS
> FISIK DAN ®  KESEJAHTERAAN »| PEMERINTAHAN i SARANA
PRASARANA WILAYAH UMUM/DESA DAN PEREKONOMIAN
SOSIAL OTONOMI DAERAH
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS
> KETAHANAN »  PEMBERDAYAAN P KETENTRAMAN DAN > PENGAWAS
PANGAN MASYARAKAT KETERTIBAN KEKAYAAN DAERAH

BUPATI PAMEKASAN,

d

ACHMAD SYAFII




BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 15 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013

BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALA
¢ SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL v v
SUB BAGIAN
SI}JB?U%%gI:NN PERENCANAAN SUB BAGIAN
DAN UAN
KEPEGAWAIAN PELAPORAN KEUANGAN
A y
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
EKONOMI SOSIAL BUDAYA SARANA DAN PEMERINTAHAN
SUB BIDANG SUB BIDANG
PERTANIAN, KESEHATAN DAN SUB BIDANG SUB BIDANG
PETERNAKAN, SOSIAL BUDAYA | PRASARANA WILAYAH »  PEMERINTAHAN
HUTANAN, PERIKANAN] UMUM
DAN KELAUTAN
PERINDUSTRIAN DAN S AN AN SUB BIDANG
PERDAGANGAN, KOPERASI, AGAMA, PENDIDI SUB BIDANG H»t PEMERINTAHAN
PERTAMBANGAN DAN DAN N PERMUKIMAN DESA
ENERGI KEPENDUDUKAN

BUPATI PAMEKASAN,

’

7z

ACHMAD SYAFII



BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN
. H. SLAMET MARTODIRDJO WAKIL BUPATI NOMOR : 15 TAHUN 2013
dr S TANGGAL: 24 JUNI 2013
SEKRETARIS DAERAH
DIREKTUR ~ |r--eeoomme.
) 2 L 4 \ 2 ¥
KOMITE KOMITE KOMITE WAKIL DIREKTUR WAKIL DIREKTUR SATUAN
MEDIK KEPERAWATAN PENUNJANG UMUM DAN KEUANGAN MEDIK PENGAWAS
MEDIK
INTERN
4 [ v L 4
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BIDANG BIDANG PELAYANAN BIDANG
TATA USAHA KEUANGAN PERENCANAAN PELAYANAN MEDIK KEPERAWATAN PELAYANAN
PROGRAM PENUNJANG MEDIK
] 1 1 1 1 ]
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN SUB BAGIAN SEKSI SEKSI SEKSI
5| DAN PERBEKALAN AKUNTANSI > PENYUSUNAN l»| GAWAT DARURAT p KEP%%%,‘ZAT AN Ly PELAYANAN
PROGRAM DAN RAWAT JALAN PENUNJANG MEDIK
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SEKSI SEKSI SEKSI
~ PERSS%}‘Q{}& DAN VERIFIKASI DAN p ?ﬁ%“g{)ﬁ(gﬁg lp. PELAYANAN RAWAT |  ASUHAN DAN MUTU N PELAYANAN
PERBENDAHARAAN INAP DAN INTENSIF KEPERAWATAN FARMASI
SUB BAGIAN
lp| PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANITISIA
v 4 ¥ L 2
STAF MEDIK KELOMPOK KELOMPOK
FUNGSIONAL INSTALASI JABATAN INSTALASI JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII



BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 15 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013

BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
v v
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
Kggggx‘gﬁ“m PERENCANAAN KEUANGAN
y
BIDANG BIDANG BIDANG
PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
DAMPAK PENANGGULANGAN Koggﬁ%{?SI DAN PERAN SERTA
PENCEMARAN
LINGKUNGAN AR A LINGKUN‘ GWAN‘ MASYARAKAT
SUB BIDANG SUB BIDANG
SUB BIDANG KOMUNIKASI
ANALISA MENGENAI SUB BIDAN
> D ALD;IP},EAKG = PENGiw AS A% = KONSERVASI > LINGKUNGAN
LINGKUNGAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG
EVALUASI ANALISA SUB BIDANG SUB BIDANG SUB SDAN
N 3] PENANGGULANGAN l»|  PERAN SERTA
MENGENAI DAMPAK > PEMULIHAN MASYARAKAT
LINGKUNGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

BUPATI PAMEKASAN,

”

ra

ACHMAD SYAFII



BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET

LAMPIRAN IXA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR :15 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013

BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
\ 4 v
S{}’}?U%gIX\NN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPOGAWAIAN PERENCANAAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG
ANGGARAN PERBENDAHARAAN BIDANG BIDANG
ASSET DAERAH AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
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